SALINAN

Z70
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang a. bahwa air merupakan sumber daya yang sangat penting
yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari hari, sehingga dibutuhkan
pengelolaan yang baik dalam rangka mencukupi hajat
hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan air minum
agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat
sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam
pengelolaan air minum, pengelolaan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah
Perusahaan Daerah Umum Air Minum Tirta Medal,

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Medal Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten
Sumedang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan diatasnya sehingga perlu diganti
dengan peraturan daerah yang baru,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 34,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 580);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 4);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
Bupati adalah Bupati Sumedang

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara  pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonomi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal
Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Perumda
Air Minum Tirta Medal adalah Badan Usaha Milik Daerah
yang mempunyai tugas mengelola dan memberikan
pelayanan air Minum bagi masyarakat yang seluruh
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan
tidak terbagi atas saham.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam
Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada
Perumda Air Minum Tirta Medal yang selanjutnya disebut
KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Medal yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum
Tirta Medal dan memegang segala kewenangan yang tidak
diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan
Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah
pada badan wusaha milik daerah. Lembaga Profesional
adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian
untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi
atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan
profesinya, mempunyaireputasi baik, untuk melakukan
proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan
Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang
ditetapkan oleh Bupati.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang
telah mengikuti UKK.

Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah
mengikuti UKK.

Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta
Medal yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan perusahaan.

Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Medal yang
bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk
kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili
perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai Peraturan Daerah.

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Medal yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta
Medal yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan,
hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian
kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai ketenagakerjaan.

Kantor Pusat adalah Kantor Perumda Air Minum Tirta
Medal.

Kantor Cabang adalah kantor Perumda Air Minum Tirta
Medal yang secara langsung bertanggung jawab kepada
Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat
usaha yang jelas.

Kantor Unit Pelayanan adalah tempat pelayanan Air
Minum Tirta Medal yang bertanggung jawab kepada
Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada pelanggan.

Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar
sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi
kebutuhan sendiri.

Air Minum adalah Air Minum produksi Perumda Air
Minum Tirta Medal melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan
dapat langsung diminum.

Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Medal, yang
selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa
layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk
pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume
lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta
Medal yang wajib dibayar oleh Pelanggan.

Kerja Sama adalah kesepakatan antara Direksi dengan
pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan
hak dan kewajiban.

Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang
menghubungkan pipa distribusi sampai dengan Meter Air
pelanggan.

Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang
digunakan.

Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada Meter Air
oleh pabrik untuk mencegah kerusakan Meter Air.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada Meter Air
oleh Perumda Air Minum Tirta Medal untuk mencegah
penyalahgunaan Meter Air oleh pelanggan.

Rekening Air adalah tagihan Perumda Air Minum Tirta
Medal Kabupaten Sumedang kepada pelanggan atas
pemakaian Air Minum selama 1 (satu) periode tertentu
dengan beban biaya tetap.

Kran Umum adalah sarana pelayanan Air Minum untuk
daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk
cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi
terbatas.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang
mempunyai nilai ekonomis.

Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah
Kabupaten yang dipisahkan dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini sebagai modal Perumda Air Minum
Tirta Medal.

Modal Disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah
disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Perumda Air Minum Tirta Medal baik berupa wuang
maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal Perumda Air Minum Tirta Medal.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada  masyarakat dalam = rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam Standar Pelayanan.

Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Tirta Medal yang
selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian
kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan
informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang
kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,
tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar,
dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual
ataupun elektronik.

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana
dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.



35. PERPAMSI adalah asosiasi yang menjembatani kegiatan
kerjasama antar Perumda Air Minum Tirta Medal dalam
dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait
di pusat dan daerah.

36. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan
perusahaan yang memuat antara lain janji atau
pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi
untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.

37.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem
pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi
yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan
antar pemangku kepentingan.

38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II
NAMA, LOGO, BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2
Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perumda Air Minum
Tirta Medal.

Bagian Kedua
Logo

Pasal 3
Logo Perumda Air Minum Tirta Medal tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bentuk Badan Hukum

Pasal 4
Bentuk badan hukum Perumda Air Minum Tirta Medal adalah
perusahaan umum daerah.

Bagian Keempat
Kedudukan
Pasal 5
(1) Kantor pusat Perumda Air Minum Tirta Medal
berkedudukan di wilayah Kabupaten Sumedang.



(2) Perumda Air Minum Tirta Medal dapat membentuk kantor
cabang dan/atau kantor wunit pelayanan yang
berkedudukan diseluruh kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Sumedang dan/atau di luar wilayah
Kabupaten Sumedang.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, penggabungan,
perubahan status dan pembubaran kantor cabang
dan/atau kantor unit pelayanan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Medal dalam melaksanakan
pelayanan Air Minum kepada Pelanggan dan masyarakat
senantiasa berasaskan:
. kepentingan umum;
. kepastian hukum,;
kesamaan hak;
. keseimbangan hak dan kewajiban;

keprofesionalan;

partisipatif;

persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
. keterbukaan;

akuntabilitas;

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
. ketepatan waktu; dan
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

SRTTT SR 0 00 O

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 7
Maksud  didirikannya Perumda Air Minum  adalah
meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan Air Minum.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 8

Tujuan didirikannya Perumda Air Minum adalah:

a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau;

b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen
dengan Perumda Air Minum;

c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan
Air Minum; dan

d. terwujudnya salah satu sumber pendapatan asli daerah.



BAB IV
TUGAS, FUNGSI, LINGKUP PELAYANAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Medal memiliki tugas:

a. membantu melaksanakan wurusan pemerintahan dalam
rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati dalam bidang
pelayanan Air Minum kepada masyarakat; dan

b. mengelola dan menyediakan jasa pelayanan Air Minum
untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 10
Untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Perumda Air Minum Tirta Medal mempunyai
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Air
Minum;
b. penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan pelayanan
Air Minum; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Usaha

Pasal 11

(1) Lingkup pelayanan dan pengembangan usaha Perumda Air
Minum Tirta Medal meliputi kegiatan:

pelayanan Air Minum,;

pelayanan tangki air;

Air Minum dalam kemasan; dan

usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
harus mendapat persetujuan Bupati melalui pertimbangan
Dewan Pengawas.

ao o

BAB V
MODAL

Pasal 12
(1) Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Medal terdiri atas:
a. penyertaan Modal Daerah Kabupaten;
b. pinjaman
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
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(2) Penyertaan Modal Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. konversi dari pinjaman;
c. aset daerah kabupaten.
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat bersumber dari:
a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;
c. BUMD lainnya;dan/atau
d. sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
a. kapitalisasi cadangan; dan
b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 13
Dana Program hibah dari Pemerintah yang diterima
Pemerintah Daerah Kabupaten dialokasikan kembali untuk
pembangunan prasarana dan sarana Air Minum yang
dinyatakan dalam APBD berupa Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kabupaten.

Pasal 14
(1) Penyertaan Modal Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu kekayaan yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai Modal Dasar daerah Perumda Air

Minum Tirta Medal yang ditetapkan sebesar

Rp195.019.560.285,12 (seratus sembilan puluh lima milyar

sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus

delapan puluh lima rupiah dua belas sen).
(2) Penyertaan Modal Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Modal Disetor sebesar Rp98.913.513.034,00 (sembilan
puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta lima
ratus tiga belas ribu tiga puluh empat rupiah); dan

b. kekurangan modal dasar yang akan dipenuhi melalui
penyertaan modal daerah yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.



BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
Organ Perumda Air Minum Tirta Medal terdiri atas:
a. KPM;
b. Dewan pengawas; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM
Paragraf 1
Umum

Pasal 16
Bupati selaku KPM dalam Perumda Air Minum Tirta Medal
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten dalam kepemilikan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Paragraf 2
Kewenangan KPM

Pasal 17

(1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan atas
segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi
atau Dewan Pengawas.

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan
Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
antara lain:

perubahan anggaran dasar;

pengalihan aset tetap;

kerja sama;

investasi, pembiayaan, pembentukan kantor cabang

atau kantor unit dan/atau penyertaan modal;

e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan
keuntungan revaluasi aset;
pengangkatan dan pemberhentian Dewan
Pengawas dan Direksi;
penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

. penetapan besaran penggunaan laba;
pengesahan laporan tahunan;
penggabungan, pemisahan, peleburan,
pengambilalihan, dan pembubaran; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air
Minum Tirta Medal dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

a0 o
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Pasal 18
KPM berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan
Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan
Perumda Air Minum Tirta Medal.

Pasal 19
(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam
pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Medal.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air
Minum Tirta Medal; dan
c. rapat luar biasa.

Pasal 20
KPM memiliki kekuasaan dalam kebijakan Perumda Air Minum
Tirta Medal yang meliputi:

a. penyertaan modal;
b. subsidi;

c. penugasan;

d.

penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan; dan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal
pada BUMD.

®

BAB VII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Medal
Kabupaten Sumedang paling banyak sama dengan jumlah
Direksi.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1
(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan
Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 22
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari wunsur
independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau
anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta
Medal Kabupaten Sumedang yang telah
menyelesaikan masa jabatannya;

b. pensiunan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Medal
Kabupaten Sumedang;

c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Medal
Kabupaten Sumedang; atau

d. ekternal Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten
Sumedang selain tersebut pada huruf a, huruf b dan
huruf c.

Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada
hubungan bisnis dengan Direksi.
Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat
Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan
pelayanan publik.
Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan
pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan BUMD.
Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif = yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang,

berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;

b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang

terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu)

orang unsur independen; atau

2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;

c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang

terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua)

orang unsur independen; atau

2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu)

orang unsur independen.
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d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (lima) orang

terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur
independen; atau

2. I (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur
independen;

e. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang

(1)

terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur
independen;

2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur
independen; atau

3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang
pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur
independen.

Pasal 24
Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih
ditetapkan dengan keputusan KPM.

(2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan

(2)

Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Larangan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 25

Dewan Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum
Tirta Medal; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta
Medal.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

untuk:

a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan
yang baik; dan

b. memastikan  pelaksanaan tindak lanjut  hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga
pemeriksa lainnya.

Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara:

a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
dan
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b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai wewenang;:

a.

b.

(2)

(1)
(2)

menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air
Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang
disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan
pengembangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten
Sumedang;

mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara,
rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan) rencana
kerja tahunan dan anggaran Perumda Air Minum Tirta
Medal Kabupaten Sumedang sebelum diserahkan kepada
KPM untuk mendapatkan pengesahan;

meneliti neraca dan perhitungan laba rugi yang
disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM,;
memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak
diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan
Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan
Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
dan

menunjuk  seorang atau  beberapa ahli untuk
melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 27
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dibuat secara
tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2

(dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan

rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara,
dan/atau badan usaha milik swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.
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(3) Anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan
keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke
atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan
yang timbul karena perkawinan dalam pengurusan BUMD
dalam 1 (satu) Daerah.

(4) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai
kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada
Perumda Air Minum Tirta Medal.

(5) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan
Pengawas oleh KPM.

Pasal 29
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (5) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat
memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas,
semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan
Pengawas dinyatakan berakhir.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 30
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

(1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena
berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib
menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas
pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu
atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada
KPM.
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(9)

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda
Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang dilaksanakan
oleh KPM.

Pasal 32

Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan karena

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib
disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan

data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah,
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang
mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta
Medal Kabupaten Sumedang, negara, dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan

Pengawas sesuai dengan  ketentuan = peraturan

perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti
restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

ol

Pasal 33

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme

(1)
(2)

(3)

pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 34
Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh
KPM.
Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan
Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.
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BAB VIII
DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 35
(1) Direksi diangkat oleh KPM.
(2) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
(3) Jumlah Direksi paling banyak 5 (lima) orang.
(4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan
efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Medal.

Pasal 36

(1) Dalam hal berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, Direksi
Perumda Air Minum Tirta Medal terdiri dari Direktur Utama
dan Anggota Direksi.

(2) Pembagian tugas dan wewenang Direksi Perumda Air
Minum Tirta Medal ditetapkan Peraturan Bupati.

(3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama
S (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus
dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat
untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta
rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta
Medal;

b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal
Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar
100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode
kepemimpinan.

Pasal 38
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. sehat jasmani dan rohani;
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B

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,
jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi
untukmemajukan dan mengembangkan perusahaan;
memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
memahami manajemen perusahaan;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
usahaperusahaan;

berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

pengalaman  kerja minimal 5 (lima) tahun di
bidangmanajerial perusahaan berbadan hukum dan
pernahmemimpin tim;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar
pertama kali;

bertempat tinggal dan mengenal wilayah pelayanan
Perumda Air Minum Tirta Medal;

lulus pelatihan manajemen air Minum Tirta Medal di dalam
maupun di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan
dengan sertifikat atau ijazah;

membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi
Perumda Air Minum Tirta Medal,

. bersedia bekerja penuh waktu;

tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil
Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai
derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping
termasuk menantu dan ipar;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota
DewanPengawas yang dinyatakanbersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpindinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidanayang merugikan keuangan negara atau keuangan
daerah;

tidak sedang menjalani sanksi pidana;

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
KepalaDaerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau
calonanggota legislatif; dan

melampirkan daftar harta kekayaan pribadi.

Pasal 39

(1) Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih ditetapkan

dengan keputusan KPM.

(2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Direksi diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Larangan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas:

a.

menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan
pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air
Minum Tirta Medal,;
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b. membina Pegawai,

c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum
Tirta Medal,

d. menyelenggarakan administrasi dan keuangan Perumda Air
Minum Tirta Medal;

e. menyusun rencana strategi bisnis 5 (lima) tahunan yang
disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan
Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Medal yang
merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis
kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan
Perumda Air Minum Tirta Medal,

h. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 41

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air
Minum Tirta Medal berdasarkan Peraturan Kepegawaian
Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air
Minum Tirta Medal dengan persetujuan Dewan Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah
Direksi;

d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Medal di dalam dan di
luar pengadilan:

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum
mewakili Perumda Air Minum Tirta Medal,

f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda
Air Minum Tirta Medal berdasarkan persetujuan Kepala
Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian,
dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan
persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas
dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Medal.

Pasal 42

(1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41
bertanggung jawab kepada KPM.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-
masing anggota Direksi dalam bentuk:

a. laporan bulanan;
b. laporan triwulan; dan
c. laporan tahunan.
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Paragraf 2
Larangan

Pasal 43

(1) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai
derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah,
atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu)
Daerah.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara
langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta
Medal.

Pasal 44
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik
Negara, dan badan usaha milik swasta;
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 45
Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dikenai sanksi
administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari
jabatan sebagai anggota Direksi oleh KPM.

Pasal 46
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan
baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan
sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 47
Jabatan Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 48
(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 huruf b, anggota Direksi wajib :

a. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
masa jabatannya.

b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang
belum dilaporkan paling larnbat 1 (satu) bulan setelah
berakhir masa jabatannya.
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(2) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan dan sisa pelaksanaan tugas pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas
wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas
kinerja Direksi kepada KPM.

(3) Hasil penilaian dan rekomendasi terhadap laporan
pengurusan tugas akhir masa jabatan dan sisa
pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan
setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit
tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan
kepada KPM.

Pasal 49

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi

yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Medal, negara,
dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi,
akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Medal.

=

Pasal 50
(1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
(2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 51
(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat
Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum
Tirta Medal.

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi,
penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan
biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat
puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi
Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 52

Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti besar selama 2 (dua) bulan setiap akhir masa
jabatan;

c. cuti sakit;

d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan
ibadah yang diperintahkan agamanya selama 45 (empat
puluh lima) hari;

e. cuti nikah selama 5 (lima) hari;

f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan

g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Medal
Kabupaten Sumedang.

Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali

cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Medal.

Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Direksi mengajukan permintaan secara tertulis

kepada KPM.

Cuti diberikan secara tertulis oleh KPM.

BAB IX
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 53
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Direksi sebelum diisi oleh pejabat definitif, pelaksanaan
tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Medal
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal
Perumda Air Minum Tirta Medal untuk membantu
pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan
Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Direksi dan seluru